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RINGKASAN
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Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Leoni Indyra, 130903101026; 2016:
62 halaman; Program Diploma Ill Perpajakan Jurusan IImu Administrasi Fakultas
IImu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada tanggal 01 Maret 2016 sampai
dengan tanggal 31 Maret 2016 di Kantor Dinas Pendapatan Jember pada bidang
Penetapan Verifikasi dan Validasi. Bertujuan untuk mengetahui prosedur-prosedur
perpajakan seperti prosedur pembayaran, penelitian, dan perhitungan BPHTB atas
jual beli yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Jember pada bidang Penetapan
Verifikasi dan Validasi Kabupaten Jember yang mencakup syarat-syarat dokumen
yang di perlukan dalam hal Verifikasi dan Validasi atas Jual Beli, dan mengetahui
semua kegiatan yang ada di Dinas Pendapatan Jember khususnya di bidang

Penetapan Verifikasi dan Validasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang
pribadi atau badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Republik Indonesia dibidang pertanahan dan bangunan.
Jadi BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
Proses verifikasi dan validasi BPHTB yaitu suatu langkah yang dilakukan

oleh Dipenda Kabupaten Jember untuk mengoreksi kelengkapan dokumen,

mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan NOP yang
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tercantum dalam fotokopi SPPT atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/bukti
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lainnya, mencocokkan NJOP bumi per
meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per
meter persegi pada Basis Data PBB, mencocokkan NJOP bangunan per meter
persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per
meter persegi pada Basis Data PBB, meneliti kebenaran penghitungan BPHTB
yang meliputi komponen NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek pajak
tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus dibayar; dan
meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya
pengurangan yang dihitung sendiri.

Pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan setelah Wajib Pajak
melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD-BPHTB
melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat
lain yang ditunjuk. Penelitian SSPD-BPHTB dilakukan oleh tim verifikasi, jika
semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka akan
dilakukan validasi. Setelah itu SSPD-BPHTB akan ditandatangani oleh Kepala
Bidang Penetapan dan Verifikasi, yang kemudian akan diberikan kepada wajib
pajak untuk SSPD-BPHTB lembar 1, 3 dan 5 dan sisanya di ambil oleh Dipenda
sebagai arsip.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 2003/UN.25.1.2/SP/2016, lImu
Administrasi, Program Studi Diploma 11l Perpajakan, Fakultas IImu Sosial
dan lImu Politik, Universitas Jember.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Ditetapkannya sistem pemerintahan desentralisasi atau lebih dikenal
dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang
dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan daerah yang
bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang bertujuan untuk
memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam
pelaksanaan otonomi daerah perwujudan asas desentralisasi.

Penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah
secara professional, untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan
pemerintahannya. Dalam rangka mendukung otonomi daerah yang nyata, dinamis
dan bertanggung jawab diperlukan pendapatan untuk membiayai pembiayaan
rutin maupun yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Meningkatkanya
pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelanyanan kepada masyarakat serta
usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, maka diperlukan sumber-
sumber asli daerah. Sumber-sumber asli daerah atau sumber-sumber penerimaan
pemerintah daerah tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, Serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dengan kebijakan
otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk
mengelola dan mengatur daerah masing-masing, maka pemerintah daerah harus

dapat mengenali potensi dan menganalisis sumber daya yang dimilikinya untuk
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dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berasal dari
pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Pajak Daerahadalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalansecara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kewenangan yang diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah oleh Pemerintahan
Daerah yaitu untuk memungut segala bentuk pajak daerah.

Kabupaten Jember sendiri merupakan daerah yang mulai berkembang dan
mulai mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan dengan baik
sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Penerimaan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Jember mengalami peningkatan tiap tahunnya terutama
penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah. Menurut Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember sendiri menangani pajak daerah yang meliputi, Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak
Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air
Permukaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), dan
lain-lain. Dinas Pendapatan Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak
dan retribusi daerah, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam
perencaaan, pengkajian teknis tentang panggilan dan pengembangan pendapatan
serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang
diberikan oleh Bupati.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2011 yang
dimaksud Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Di Kabupaten
Jember, perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dimaksudkan adalah jual-
beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau

badan hukun lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan
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pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan
hadiah. berikut merupakan target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah
yang berasal dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Tabel 1.1 Target & Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Yang berasal dari Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Jember Tahun 2013 s/d

Tahun 2015
Tahun Target PAK Realisasi Penerimaan %
2013 11.500.000.000,00 14.564.735.335,25 126,65
2014 17.000.000.000,00 17.765.669.968,50 104,50
2015 6.500.000.000,00 2.540.918.191,00 39,09
12.000.000.000,00 17.724.647.937.00 147,71
Jumlah 18.500.000.000,00 20.265.566.128,00 109,54

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tiap tahunnya target
penerimaan pendapatan daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
terus mengalami peningkatan. Sejalan dengan adanya kenaikan target, realisasi
penerimaan pendapatan daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
juga selalu melebihi target yang sudah ditentukan. Banyak faktor yang menjadi
penyebab mengapa realisasi pernerimaan pendapatan daerah dari Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan selalu memenuhi target, salah satunya adalah
masyarakat yang rata-rata sudah mengetahui bagaimana prosedur dalam
melaksanakan kewajibannya saat mereka memperoleh hak atas tanah dan/atau
bangunan. Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bertugas untuk
mengkoreksi ulang (memvalidasi) berkas-berkas wajib pajak dan menetapkan
besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak BPHTB. Berdasarkan uraian
diatas, penulis tertarik dengan pembahasan pajak daerah tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember, tempat penulis melakukan Praktek Kerja Nyata dan di
tempatkan pada Bidang Penetapan dan Verifikasi. Sehingga penulis memutuskan
untuk mengambil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai tema
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laporan tugas akhir dengan judul “Mekanisme Validasi dan Verifikasi Atas

Transaksi Jual Beli Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah
Ruang lingkup dalam proses penulisan Laporan difokuskan pada pokok
bahasan yaitu “Bagaimana Mekanisme Verifikasi dan Validasi atas Transaksi Jual

Beli Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember secara umum bertujuan untuk:
a. mengetahui dan memahami secara langsung Pelaksanaan Verifikasi dan
Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Atas Jual Beli Pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
b. memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan perpajakan
khususnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Atas Jual Beli Pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata
a. Menambah pengetahuan  yang lebih jelas mengenai sistem dan
Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Atas Jual Beli Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember;
b. Sebagai sarana latihan kerja serta menerapkan llmu yang diberikan pada
saat kuliah. Khususnya yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
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C.

Menambah wawasan, pengalaman kerja dan meningkatan keterampilan
serta kemampuan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Verifikasi dan
Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Atas Jual Beli Pada

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pengertian Mekanisme, Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli
2.1.1 Pengertian Mekanisme
Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan dilaksanakan
oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta
adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.
Menurut wikipedia bahasa indonesia mekanisme adalah pandangan bahwa
interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan
atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi

sesuai dengan tujuan.

2.1.2 Pengertian Verifikasi dan Validasi
Verifikasi memastikan bahwa data dan dokumen perubahan yang di
laporkan adalah benar, sesuai dapat diandalkan, serta didukung oleh sistem
manajemen yang efektif. Jika pelaksanan sudah dilaksanakan dan persetujuan
teknis sudah diberikan, maka dibuatlah pernyataan verifikasi. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data
pernyataan dalam sejarah berdasarkan barang bukti testimoni.
Validasi, memastikan data dan dokumentasi yang telah di verifikasi.
Layanan validasi memastikan bahwa data yang diajukan telah layak dan sesuai

dengan kriteria yang diajukan.
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2.1.3 Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan atas Transaksi Jual Beli

Setelah memahami definisi dari Pelaksanaan, verifikasi dan validasi dapat
disimpulkan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan atas dasar Jual Beli adalah langkah untuk di verifikasi guna
memastikan bahwa data dan dokumen perubahan yang di laporkan adalah benar,
sesuai dapat diandalkan, serta didukung oleh sistem manajemen yang efektif. Jika
pelaksanaansudah dilaksanakan dan persetujuan teknis sudah diberikan maka
dilanjutkan dengan validasi, memastikan data dan dokumentasi yang telah di
verifikasi. Layanan validasi memastikan bahwa data yang diajukan telah layak
dan sesuai dengan kriteria yang diajukansetelah itu berkas yang akan di ambil di

beri nomor urut validasi guna mempermudah.

2.2  Dasar-Dasar Perpajakan
2.2.1 Definisi Pajak

a. Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdiaan peran aktif
warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai
berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang
pelaksanaannya diatur dalam UU dan peraturan-peraturan untuk tujuan
kesejahteraan dan negara. (Judisseno, 1997:5)

b. Pajak adalah pembayaran iuaran oleh rakyat kepada pemerintah yang
dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat
ditunjukkan (Suparmoko, 1986)

c. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umun berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan
pemerintahan. (Andriani yang telah ditejemahkan oleh Brotodiharjo.
“Pengantar IImu Hukum Pajak™, 1991:2)
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d. Pajak adalah iuran kepada kas negara bedasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) denga tidak mendapatkan jasa timbal
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro. “Dasar-dasar Hukum
Pajak dan Pajak Pendapatan’, 1990:5)

e. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang
oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditujukan dan gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan
dengan tugas negara Yyang menyelenggarakan pemerintahan.
(Brotodiharjo, 2002:4)

f. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada
kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai
hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara
langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. (Munawir,
1995:halaman 3)

2.2.2 Fungsi Pajak
Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebgai sumber keuangan negara.

Namun menurut (Tjahjono dan Husein, (2000. (AF)) fungsi pajak yaitu sebagai

berikut.

a. Sumber Keuangan Negara (Budgetair)

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk
memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi
sumber keuangan negara berfungsi untuk memasukkan uang ke dalam kas
negara atau kata lain fungsi pajak sebagai sebagai sumber penerimaan
negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin

maupun pengeluaran pembangunan, karena negara bisa di artikan seperti
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hanya dalam rumah tangga yang memerlukan suatu sumber-sumber
penerimaan keuangan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan
kelanjutan hidupnya contoh sumber keuangan dalam rumah tangga yaitu
adalah berupa gaji/upah atau laba dari suatu usahanya. Tapi sedangkan
bagi suatu negara, sumberkeuangan yang utama berasal dari pajak dan
retribusi.

. Fungsi Mengatur atau Non Budgetair (Fungsi Regularend)

Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk

kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah

untuk turut ikut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu,
mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi
transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang mak
tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal
harganya. Pengenaan pajak yang dimaksudkan agar rakyat tidak
berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (menurangi gaya
hidup mewah);

2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar
pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi
(membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan
pendapatan;

3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha
terdorong untuk mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga
dapat memperbesar devisa negara;

4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri
tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-
lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri
tersebut karena dapat menggangu lingkungan atau polusi
(membahayakan kesehatan);
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5)

6)

10

Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasi usah koperasi
dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi Indonesia;
Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk investor asing agar

dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo, (1999:6) pajak di bagi berdasarkan golongannya,

sifat, dan pemungutan, adalah sebagai berikut.

a. Menurut golongannya

1)

2)

Pajak langsung, yaitu pajak yang tidak bisa dilimpahkan kepada orang
lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajaknya yang
bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan.

Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada
orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut sifatnya

1)

2)

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti
memerhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh: pajak penghasilan

Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang

mewabh.

c. Menurut lembaga pemungutannya

1)

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan,

dan Bea Materai
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2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiaya rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas:
a) Pajak Daerah Tk. I (propinsi)
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor.
b) Pajak Daerah Tk. Il (kota madya/kabupaten)
Contoh: Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, dan

Pajak Bangsa Asing.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem Pemungutan Pajak dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut.

a. Official Assessment system, Sistem ini merupakan sistem pemungutan
pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri Official assesment system adalah sebagai berikut.

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus.

2) Wajib pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.

b. Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk membentuk sendiri
besarnya pajak yang terutang.

Ciri Self Assessment System adalah sebagai berikut :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
Wajib Pajak sendiri;
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak terutangnya;
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. With Holding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang
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bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib

Pajak.

Ciri With Holding System adalh sebagai berikut :

1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak
ketiga;

2) Pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Tarif Pajak
Tarif Pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak

yang harus dibayar). Dari pengertian di atas, perhitungan pajak terutang

menggunakan tarif pajak dan pemungutannya tidak terlepas dari keadilan.

Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan. Besarnya tarif pajak dapat

dinyatakan dalam prosentase. Menurut Mardiasmo (2011:9) dalam bukunya, tarif

pajak dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

a.

Tarif sebanding/proposional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang di

kenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap

besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean
akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan
nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000.000,00

Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai

pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri.
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Tarif degresif
Persentase tarif yang di gunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai

pajak semakin besar.

Tata Cara Pemungutan Pajak
(Mardiasmo, 1999;7) Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3

Stelsel nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel
ini adlah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya
adalah pajak baru dapat dikenakan pada  akhir periode (setelah
penghasilan riil diketahui)

Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang di atur
olehundang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat
ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
Kebaikan stelsel ini adalah Pajak dapat dibayar selama tahun berjalan,
tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah
pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
Stelsel campuran

Merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal
tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, namun pada
akhir tahun besarnya pajak di sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pengertian Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 perubahan Undang-

Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daeran dan Pajak Retribusi dan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

14

perubahan terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak

daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.2 Jenis Pajak Daerah dan Objek Pajak
Pajak daerah di bagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Pajak provinsi, terdiri dari:

1)
2)
3)
4)
5)

Pajak Kendaraan Bermotor;

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
Pajak Air Permukaan; dan

Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak

terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonomi, seperti Daerah Khusus ibu kota

Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk

Daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.
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2.3.3 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009).

2.4  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2.4.1 Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa:

a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan;

b. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiva hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;

c. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.
Jadi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak

yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yaitu perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau

bangunan oleh orang pribadi atau badan.

2.4.2 Saat Berlakunya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan (BPHTB) sepenuhnya dialihkan ke kabupaten/kota mulai tanggal
1 Januari 2011, sehingga Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang BPHTB
stdd Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 (UU BPHTB) tetap berlaku paling
lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (PDRD).
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Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten JemberNomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah;

Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata

Cara Pemungutan Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan.

Wajib, Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang menjadi Wajib
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi
atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Subjek Pajak Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Subjek Pajak Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.
Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah
perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan atas tanah dan
bangunan meliputi sebagai berikut :
1) Pemindahan hak karena :

a) Jual beli;

b) Tukar menukar;

c) Hibah;

d) Hibah wasiat;

e) Waris;

f) Pemasukan dalam perseroan atau badan hokum lain;

g) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

h) Penunjukan pembeli dalam lelang;
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1) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum
tetap;
J) Penggabungan usaha;
k) Peleburan usaha;
I) Pemekaran usaha; atau
m) Hadiah.
2) Pemberian hak baru, karena:
a) Kelanjutan pelepasan hak; atau
b) Di luar pelepasan hak.
Pada BPHTB tidak semua perolehan hak atas tanah dan bangunan

dikenakan pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak

yang diperoleh oleh orang atau badan tertentu, sebagaimana di bawah ini:

a.

2.4.5

Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal
balik;

Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan gunakepentingan umum;

Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan
peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan
organisasi tersebut;

Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan

Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan

Tarif Pajak BPTHB ditetapkan paling tinggi sebesar lima persen dan

ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota

untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-
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masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah/kabupaten diberi
kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda
dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari lima persen.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 pasal 82
tarif pajak yang dikenakan atas objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah 5% (lima persen). Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan
dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak dengan formulasi sebagai berikut:

BPHTB : 5% x (NPOP-NPOPTKP)
Keterangan:

a. Dasar Pengenaan atau Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan BangunanDasar pengenaan BPHTB adalah Nilai
Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang diatur pada Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 pasal81, yaitu:

1) Jual beli adalah harga transaksi;

2) Tukar-menukar adalah nilai pasar;

3) Hibah adalah nilai pasar;

4) Hibah wasiat adalah nilai pasar;

5) Waris adalah nilai pasar;

6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai

pasar;

7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

8) Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai

kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

9) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak

adalah nilai pasar;

10) Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai

pasar;

11) Penggabungan usaha adalah nilai pasar;

12) Peleburan usaha adalah nilai pasar;
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13) Pemekaran usaha adalah nilai pasar;

14) Hadiah adalah nilai pasar;

15) Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang
tercantum dalam risalah lelang.

Dalam hal NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar
pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
NPOPTKP adalah suatu besaran tertentu dari NPOP yang tidak dikenakan

pajak. Apabila NPOP yang menjadi menjadi dasar pengenaan pajak suatu objek
BPTHB kurang dari NPOPTKP yang ditetapkan maka atas objek pajak tersebut
tidak ada BPHTB yang harus dibayar atau tidak terhutang BPHTB. Semntara

apabila NPOP besarnya lebih dari NPOPTKP yang ditetapkan maka besarnya
pajak terhutang dihitung dari selisih antara NPOP dan NPOPTKP (Marihot
Pahala Siahaan, 2010:591).

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) diberikan

untuk setiap perolehan hak sebagai pengurang penghitungan BPHTB terutang.

1)

2)

3)

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah ditetapkan
sebesar Rp 60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak (PERDA No. 3 tahun
2011);

Dalam hal perolehan hak karena warisatau hibah wasiat yang diterima oleh
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp300.000.000,00 (PERDA No. 3 tahun 2011);

Jika Nilai Perolehan Pajak Kurang dari Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak (NPOPTKP), maka Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak
adalah nihil.
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Saat Pajak Terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 pasal 84

mengatur tentang saat terutang pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan dengan ditetapkan untuk:

a.
b.

C.

Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
Tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan
haknya ke Kantor Pertanahan;

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat
dan ditandatanganinya akta;

Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu tanggal
ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau
kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang.

Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;

Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak;

Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal
ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya

akta;

. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta;

Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta;
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0. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak

dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).
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BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Latar Belakang Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember
3.1.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah
pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada
dibawah naungan sekretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah.
Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan sekretariat
itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa
dikatakan terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan-
kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan
Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar,
kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan
kekuatan menampung karyawan sebanyak kurang lebih 300 orang.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam
Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri)
yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam
melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada
Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris

Daerah.

22
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3.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember

a. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

1)

2)

3)

Dinas Kabupaten Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
dalan melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis
administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah

kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, dan menyelenggarakan pemungutan

Pendapatan Asli Daerah, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam

perencanaan, pengkajian teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan,

evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan

tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

c. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dalam menyelengggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember mempunyai fungsi, diantaranya.

1)
2)
3)
4)

5)

Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;
Pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah;
Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan
Pendapatan Asli Daerah (PAD);

Penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan pemungutan Pendapatan
Asli Daerah (PAD);
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6) Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

7) Pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah;

8) Evaluasi, monitoring, dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli
Daerah (PAD);dan

9) Pemberian dukungan teknis dan administrasi dibidang Pendapatan Asli
Daerah (PAD).

3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Visi adalah pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang ingin
digapai oleh suatu organisasi atau lembaga pada suatu waktu yang jauh kedepan.
Dinas Pendapatan memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran
5 tahun kedepan tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan dicapai dan
diwujudkan.

Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah “Menjadikan Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember Sebagai Organisasi Yang Efisien Dan Efektif Dalam Pengelolaan
Pendapatan Daerah Dengan Dukungan Aktif Masyarakat”.

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka
ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember, yaitu:
a. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah;
b. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib;
c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan
daerah;dan
d. Menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan yang meliputi peraturan

daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.
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Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, antara lain:
Melaksanakan sosisalisasi tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah baik secara
langsung maupun tidak langsung;

Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
Melaksanakan pemutakhiran database Objek/SubjekPajak Daerah;
Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah;

Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah;
Melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah;

Menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan/bimbingan teknis
tentang Pajak Daerah;

Pelaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah
secara online;

Pelaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat
(polling);dan

Melaksanakan penyusunan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan
Daerah/Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian

serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional

untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan

kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana

hubunganaktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus

menjelaskan hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa. Terdapat empat

elemen dalam struktur organisasi, yaitu:
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Adanya spesialisasi kegiatan kerja;

I

Adanya standarisasi kegiatan kerja;

o

Adanya koordinasi kegiatan kerja;dan
d. Besaran seluruh organisasi.
Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah
(DIPENDA) Kebupaten Jember, berikut adalah gambar dari struktur organisasi Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
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KEPALA DINAS

Sekretariat

Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaia

Sub Bagian
Perencanaan
danProgram

Bidang
Operasional

Bidang Penetapan dan Bidang Pembukuan dan
Verivikasi Pengendalian
[ 41_‘

Sub Bagian Seksi Seksi Seksi Seksi
Perencanaan Penetapan Verivikasi Pembukuan Pengendalian
danProgram

BidangPendataan Bidang Penagihan Kelompok Jabatan

dan Penyuluhan dan Keberatan Fungsional

Seksi Seksi Seksi Seksi
Pendataan Penyuluhan Penagihan Keberatan

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2016

Unit Pelaksana
Teknis

Lt
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3.4  Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember

3.4.1 Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

3.4.2 Sekretariat

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Program; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

1) Tugas Sekretariat

2)

Bertugas untuk melaksanakan koordinasi surat menyurat, kepegawaian,

keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, pengelolaan benda

berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan,

dan pelaksanaan program, pelaporan dan tugas lainyang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Fungsi Sekretariat, antara lain:

a)

b)

c)
d)

€)

f)

Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-
bidang;

Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan
pertanggung jawaban keuangan;

Melaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji
pegawai, dan inventarisasi;

Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat
menyurat dan kearsipan;

Menyiapkan data informasi, keputusan, dan hubungan masyarakat;
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g) Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas
dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan;
h) Mencatat penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga;dan

i) Pelaporan realisasi.

3.4.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Bertugas untuk melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan

pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian,

serta tugas lain yang diberikan oleh sekertaris.

b. Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan
urusan rumah tangga dan protokol;

Penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris dan benda berharga;
Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran
barang inventaris dan benda berharga lainnya;

Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengamanan terhadap barang
inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi
dan kode barang;

Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi
barang inventaris dan benda berharga lainnya;

Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan
inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas;
Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran, dan persediaan barang
secara periodik serta menyusun perhitungan / pertanggung jawaban
pengurusan barang;

Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data
kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan
pangkat, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji

berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas;dan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

344

345

9)

30

Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan
disiplin, kesejahteraan, dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas.

Sub Bagian Perencanaan dan Program

Bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan,

anggaran, laporan, dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Program:

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran,
34 baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;

Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas
Pendapatan;

Perencanaan terhadap pendapatan daerah;

Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Bukan Pajak;
Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya;
Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;

Analisa, evaluasi, dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan
sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Sub Bagian Keuangan

Bertugas untuk melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang

diberikan oleh sekretaris.

Fungsi Sub Bagian Keuangan:

1)

2)

Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja
tidak langsung;
Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran

pendapatan dan belanja Dinas;
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Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;

Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;

Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi
serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;

Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;dan
Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).

Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1)

Bertugas untuk melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek

Pajak Daerah/Retribusi Daerah, pengolahan data serta penyajian informasi

Pajak Daerah/Retribusi Daerah serta pelayanan penyuluhan tentang Pajak

Daerah/Retribusi Daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Fungsi BidangPendataan dan Penyuluhan (Bidang 1):

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran
Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah, dan Obyek Pajak Daerah/Retribusi
Daerah;

Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber
pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang
sah;

Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Retribusi
Daerah, dan Objek Pajak Daerah;

Pembuatan daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah;

Pelaksanaan pengolahan data dan informasi Perpajakan dan Retribusi
Daerah;

Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi tentang

Pajak Daerah/Retribusi Daerah kepada masyarakat.
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Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2)

Bertugas untuk melaksanakan perhitungan, penilaian, dan penetapan Pajak

Daerah/Retribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan atau

lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Fungsi Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2):

1) Pelaksanaan perhitungan penetapan nilai Pajak Daerah/Retribusi Daerah
dan Obyek Pajak Daerah;

2) Pelaksanaan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

3) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4) Pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5) Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3)

Bertugas untuk melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan

penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3):

1) Pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB);

2) Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;dan

3) Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
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Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Bidang 4)

Bertugas untuk melaksanakanurusan dibidang pembukuan dan pengendalian

operasional,yang meliputi pembinaan teknis pemungutan, pelaksanaan

pembukuan, dan pelaporan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, dan Lain-lain  Pendapatan

Daerahyang sah serta benda berharga, dan melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Bidang 4):

1) Pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;

2) Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara
berkala;

3) Pelaksanaan pembinaan teknis operasional Unit Kerja di daerah yang
melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan Kkerja terkait dalam rangka
monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;

5) Pelaksanaan koordinasi pencairan/pelimpahan Bagi Hasil Pajak/Bukan
Pajak; dan

6) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan Kkerja terkait dalam rangka

pengendalian dan penertiban obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Operasional

Bidang opersional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional
penagihan, menghimpun, mengkoordinasi hasil pajak dan tugas lain yang
diberikan oleh kepala dinas.Adapun fungsi bidang ini, meliputi:

Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan
PBB pedesaan perkotaan;

Pelaksanaan koordinasi pencairan bagi hasil pajak atau bukan pajak dari

pemerintah propinsi maupun pusat;
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c. Menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan
pelaksanakan penagihan serta pemungutan;

d. Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi serta PBB pedesaan perkotaan;dan

e. Inventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan.

3.4.11 Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
teknis kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, setiap kelompok
dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas. Untuk
jumlah jabatannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dan untuk

jenis serta jenjang jabatan fungsional di atur sesuai peraturan perundang-undangan.

3.4.12 Unit Pelaksana Teknis
UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas
dalam urusan rumah tangga di dinas pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1
kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan
kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh
kepala dinas. Adapun fungsi UPT meliputi:
a. Menyiapkan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan dinas
pendapatan;
b. Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dinas pendapatan;
Pengelolaan, pelaksanaan, pengadaan, pengumpulan, pengelohan,
penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan sarana dan prasarana;dan
c. Penyetoran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi ke kas daerah melalui

bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah.
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UPT dinas pendapatan terdiri:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g)
h)
i)

UPT Jember Timur;

UPT Jember Barat;

UPT Jember Tengah;

UPT Jember Selatan;

UPT Wisata Pantai Watu Ulo;

UPT Hotel dan Pemandian Kebonagung;

UPT Hotel dan Pemandian Rembangan;

UPT Sarana Prasarana Olahraga dan Balai Serba Guna;dan
UPT Pemandian Patemon.
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BAB 5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktek kerja nyata, Mekanisme Verifikasi dan Validasi

atas Transaksi Jual Beli oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa.

1)

2)

3)

Tim verifikasi memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD-
BPHTB dan dokumen-dokumen pendukung SSPD-BPHTB berdasarkan
data objek pajak dari fungsi pelayanan. Setelah diverifikasi, tim verifikasi
menerbitkan berkas;

Laporan Hasil Penelitian Administrasi SSPD-BPHTB. Dalam kondisi
tertentu, tim verifikasi dari Dipenda berhak melakukan penelitian lapangan
untuk mengecek kebenaran data secara riil yang sesuai WP berikan yang
ditandai dengan surat tugas untuk verifikasi lapangan. Setelah diverifikasi
lapangan, tim verifikasi menerbitkan berkas Laporan Hasil Penelitian
Lapangan SSPD-BPHTB untuk pelaporannya. jika berkas dalam proses
verifikasi bermasalah maka proses verifikasi dihentikan dan menunggu
WP datang untuk dijelaskan bahwa berkas tersebut bermasalah dan akan
dilakukan pembetulan data.

Tim verifikasi menyerahkan berkas SSPD-BPHTB dan dokumen-
dokumen lainnya kepada kasie verifikasi untuk dilaporkan dan selanjutnya
diberikan kepada Bapak Alief untuk divalidasi. Guna validasi disini yaitu
untuk menyaring kembali data-data yang telah diverifikasi jikala ada
kelalaian yang tak telihat oleh tim verifikasi. Setelah data berkas SSPD-
BPHTB dinyatakan valid, maka Bapak Alief (validasi) meng-entry data
dan memberikan nomor validasi serta menerbitkan Kertas Kerja

Pengesahan Penelitian.
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5.2  Saran

Berdasarkan pengamatan penulis saat melakukan kegiatan Praktek Kerja
Nyata di Dinas Pendapatan KabupatenJember,penulis memberikan saran kepada
Dinas Pendapatan Kabupaten Jember untuk meningkatkan pelayanan di Dinas
Pendapatan Kabupaten Jember. Saran yang akan disampaikan oleh Penulis adalah
jangka waktu penyelesaian SSPD-BPHTB harusnya terselesaikan dalam jangka
waktu 3 hari, setelah wajib pajak melakukan pengajuan berkas namun karena proses
verifikasi dan validasi yang belum terselesaikan, maka proses penyelesaian memakan
waktu lebih dari 3 hari. Berdasarkan hal tersebut maka penulis memberikan saran
adanya pengaturan jadwal verifikasi lapangan, sehingga pada proses verifikasi
berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Diharapkan nantinya proses verifikasi dan

validasi dapat diselesaikan tepat waktu.
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Lampiran A. Surat Permohonan Magang di Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisipi@uncj.ac.id

Nomor : 510/UN25.1.2/SP/2016 18 Februari 2016
Lampiran  : Satu eksemplar /
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
JI. Jawa No. 73, Kec. Sumbersari Kab. Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas [lmu Sosial dan I[lmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara
pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

[ No NAMA NIM Program Studi !
1. | Faizatul Isna 130903101009 Diploma III Perpajakan
2. | Diyah Melathi P. 130903101011 Diploma III Perpajakan
3. | LeoniIndyra 130903101026 Diploma III Perpajakan
4. | Ike Rahmawati 130903101033 Diploma Il Perpajakan
5. | Dinda Rindy Prasanti 130903101046 Diploma Il Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan

“..Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001
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Lampiran B. Surat Balasan dari DinasPendapatan Daerah Kabupaten Jember

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 # 337112 JEMBER 68121

MNomor
Sifat

Lampiran :

Perihal

Jember, 23 Februari 2016

937//9 0 [ 35.09.422 / 2016 Kep
:  Penting Yth.

Persetujuan Tempat Magang

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I

ada

Pembantu Dekan I

Fakultas Ilmu Sosial Dan Iimu Palitik
Universitas Jember

di -

JEMBER

Fakultas Iimu Sosial dan Iimu

Politik  Universitas Jember Nomor : 510/UN25.1,2/SP/2016 tanggal 18 Februari 2016
perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama Inl diberitahukan bahwa
Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama

No. Nama NIM = Program Studi
1 | Faizatul Isna 130903101009 Diploma DIII - Perpajakan
2 | Diyah Melathi P. 130903101011 Diploma DIII - Perpajakan
|3 [ Leoni Indyra 130903101026 Diploma DIII - Perpajakan
4 | Ike Rahmawati 130903101033 Diploma DIII - Perpajakan
5 | Dinda Rindy Prasanti 130903101046 Diploma DIII - Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai
tanggal 1 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016.

Demikian untuk menjadikan makium.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
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Lampiran C. Surat Tugas Mahasiswa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Nomor : 607/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember nomor :
937/190/35.09.422/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 perihal Rekomendasi ljin Tempat
Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas [lmu Sosial dan [Imu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawabh ini :

No NAMA NIM Program Studi i
1. | Faizatul Isna 130903101009 Diploma Il Perpajakan
2. | Diyah Melathi P. 130903101011 Diploma 11 Perpajakan
3. | Leoni Indyra 130903101026 Diploma 11 Perpajakan
4. | Ike Rahmawati [ 130903101033 Diploma Il Perpajakan i
5. | Dinda Rindy Prasanti 130903101046 Diploma Il Perpajakan |
\ |

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,

terhitung mulai tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2016.

Demikian surat tugas inf untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 25 Pebruari 2016

Dekan,
A\ \I i |
{ ) Mo

1

q Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A. V
NIP 19520727 198103 1 003

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan

3. Mahasiswa yang Bersangkutan
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Lampiran D. Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 £.man! fisapres une) ac wd

SURAT TUGAS
Nomor : 608/UN25.1.2/5P/2015

Dekan Fakultas limu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Hermanto Rohman, S.Sos, MPA
NIP : 197903032005011001
Jabatan : Asisten Ahli

Pangkat, golongan : Penata Muda, Ili/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial .
dan Imu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,
terhitung mulai tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2016. Adapun nama-nama

) mahasiswa sebagai berikut :
()
~ No | NAMA NIM Program Studi
1. | Faizatul Isna 130903101009 |  Diploma I1l Perpajakan
2. | Diyah Melathi P. | 130903101011 Diploma [11 Perpajakan
3. | Leoni Indyra 130903101026 Diploma III Perpajakan
4. | Ike Rahmawati 130903101033 Diploma 1l Perpajakan
5. | Dinda Rindy Prasanti - 130903101046 |  Diploma IIl Perpajakan
Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,
< lember, 25 Pebruari 2016

- Hary Yuswadi, M.A. \/
9520727 198103 1 003

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNE] {sebagai laporan)

2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNE]J
3. Kasubag Akademik FISIP UNE]
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Lampiran E. Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 2g23/UN.25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III
Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang
Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut
dibawah ini :

Nama : Yeni Puspita SSE.ME
NIP 1 198301012014042001
Jabatan : Tenaga Pengajar

Pendidikan Tertinggi : S-2
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama \ : Leoni Indyra

NIM 1130903101026

Judul Tugas Akhir  : (Dalam Bahasa Indonesia)
Pelaksanaan Mekanisme Validasi dan Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan Atas Transaksi Jual Beli Oleh Dinas Pendapatan
Jember.

{Dalam Bahasa Inggris)
Implementation of Mechanism of Validation and Verification of
Acquisition Fee of Land Building Righta on Transaction Mode b)
: Revenue Department Jember .
Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 11 April
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Tembusan : NIP 196108281992011001
1. Dosen Pembimbing

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

3. Ketua Program Studi Diploma 111 Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian

. Mahasiswa yang bersangkutan

; Arsipj_

Drs. Himawan Bagu Patriadi, M.A., Ph.D. 7

"D
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Lampiran F.
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Daftar Hadir Magang
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Lampiran G. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata

ae, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
N UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

NILAI
NO. INDIKATOR PENILAIAN
ANGKA HURUF
1 Penguasaan Materi Tugas as .
2 | Kemampuan / Kerjasama 81 A
3 | Etika 80 A
4 | Disiplin 1
- NILAI RATA - RATA for e s
2o (§EST5 )

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Leoni Indyra
NIM : 130903101026
Jurusan : [lmu Administrasi

Program Studi : Diploma I1I Perpajakan

Yang Menilai
: Nama
NIP
Jabatan
Instansi
Tanda Tangan/

PEDOMAN PENILAIAN :

NO. | ANGKA HURUF KRITERIA
1 80 > A Sangat Baik
2 70-79 B Baik
3 60 - 69 C Cukup Baik
4 50 - 59 D Kurang Baik
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Lampiran H: Daftar Kegiatan Bimbingan

UNIVERSITAS JEMBER

Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Dosen Pembimbing : Yeni Puspita S.E.,ME

Nama : Leoni Indyra
NIM 1130903101026
Jurusan : [lmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Alamat Asal :Jl. Jendral Sutoyo Gang Il no 31A

Kabupaten. Lumajang

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

Mekanisme Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas
Transaksi Jual Beli Oleh Dinas Pendapatan Jember

(bahasa Inggris)

Mechanisme of Verification and Validation of Acquisition fee of lond and bulding Right
On Buy Sell transaction made by Revenue Departement Jember.

TANDA

NO| HARITANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN
B PEMBIMBING

1. | Rabu, 14 April 2016 19.15 Eengugan noukdan.arc /‘74

Judul
yi

2. | Jum’at, 22April 2016 10.00 Menyetorkan Bab 1-3 N

3. | Kamis, 28 April 2016 | 13.05 Revisi Bab 1-3 N

4. | Senin, 20 Juni 2016 10.30 Menyetorkan Bab 4-5 a ;

5. | Kamis, 23 Juni 2016 12.35 Revisi Bab 4 /\/\ )

6. | Selasa, 28 Juni 2016 13.15 ACC ujian iy

j 64

Catatan :

. - Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN
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Lampiran |. Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2013-2015

DA PENCAPATAN KABLPRTEN JENEER

S5/ o o 1 T, (R T ) A

DAFTAR : TARGET § REALISASI PENERIHAAN PENDAPATAN DAERAH

(PAK) KABUPATEN JENBER TAHUN ANGGARAN 2013
SIDTANGGAL 3f Desember 2013
hal, {
~ TEALSHS PENERIAR
" é‘:m URAANPENERMAAN WRGEPK | DWW | UM | WM | % 'ﬂﬁ;‘;
SOBULNLALY | BULANIN | SDBULANIN
R 1 4 § ¥ =¥ [} ]
1T 1] pooimwcens AT ZOAA | DMSONL080 | HIATON NS 2EIMEIENN | A
: -
] TT ] permninsunens o I T R e
Il
] T T s e SLUOLNOL0 | MIBLUNS | L0000 | SN | 118
1 [4]t]1]w Peh ol DPED
INNOERE 000000 | 1STRI0RA000|  MTARISEOD | 2ABMANSN| 1
. ool _mien] a0 | VBB 68
AONEEEREEES [ |
L1 tfefof | R Y nmnmm]  Smuenea | saeiin | /eimEenn| %9
N T I
$ ] fa] | | P DPEk
H1]twfaf | -Pabbe Q00MNN | PRELIRN|  R7RENN|  TISmaa) 63
S0 waso [ Tius] @
BORNENREEE: [
] 1fmln] | -PosRetane 410000000000 | SATo40ns600|  2208007E00 | Ba414BLAN400| 4T
= L0RI_Emansio]_ Ausrio | S
§ AL T | Pot g PP ]
1] 1 6fu] | -posPemcr st 24 YO0 UOWMEIRR00|  STI0N1 0800 | AMIIBROMM| 11320
4 1] 1 fecli] | P Pt - P EO00MN0|  1GUMB00|  IBIAEO0|  19Mts400| 114
AHwmo| 00N ety | S s
BTN | | Pk = D
1] tufof | -parate HOONO0]  BAGNODD|  M4RI0000|  BImEdNN)
- O T B YA
1] ] | | Pt DPEL
1 o0e] | -k Tt VOUOMON| MBI N0 | ERMI00| 10105
7 1T
B IT0] T [ PokedBinlogn e DPERR
s 1frlo] | -Pitlenipsaigmenta LS0MNN | MR | EERIN0 | 4nTeeN00| 1M
WSO SoMousiSOl|  samIZL]  STIRGNNN) 13501
Q (ATt ] | Pakinicn By Pk o oPEDk
(]t n]ur] | Pt iR Pean R 00000000000 Z244ESAR01 | AZ0ASRIN0 | ISABANEN | BH
2000000000 | 240683801 | 2085045000 | I8SEEIATB0N)
WAL 0] T [ Bee Ptk s T i g DPERL
(01 ol or] [ B P il s Tadh B 1000000 | 1276156479528 | 181247260000 | 145GATIENENE | 1ZRES
HANNONIN | RISLIATION| SN | ISATIENSIE| |

73



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

A NS PEADAPATAN OBLPATEN JEMBER

31 J.J . Tt T 01 70 o, ) 04

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JENBER (PAPBD) TAHUN ANGGARAN 2014

SD TANGGAL 31 Dosember 2014
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Lampiran J: Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD-BPHTB)

LPEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDAPATAN

31, Jawa No.72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 Jember

LEMBAR 2

Untuk Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
( SSPD - BPHTB )

QbDIO0S

Berfungsi sebagai SPTPD - BPHTB

¢ Pengurangan dihitung sendiri’karena

Dengan angka

[0 40. 260-600,= ]

Dengan huruf

(.Empat. puluh. Juta. dus amdue. riby Rupiabez ...

A. 1. Nama Wajib Pajak : .
N 2. No. ID PPAT/PPATS : .......
3. Alamat Wajib Pajak : BLOK/KAV/Nomor
4. Kelurahan/ Desa 6. Kecamatan
7. Kabupaten/ Kota 8. Kode Pos
B. 1. Nama Subjek Pajak : E
2. NOP PBB : ,..‘55 oa.‘pon 005.004. QPIQ. ............
3. Letak Tanah dan atau Bangunan
4, Kelurahan/Desa Kald mw i 6. RT/RW
5. Kecamatan 7. Kabupaten
Penghitungan NJOP-PBB :
E 5
Uraian (diisi luas tana!li— 5:75&@1.1 bang‘runan (diisi be.lr\cji.JasOaS(ag ESE.E.!Q;EB tahun Luas x NJOP-PBB/m?
yang haknya d;perufeh) terjadinya perolehan hak/tahun,.....)
Tanah (Bumi) 8 10 |Rp. .
Bangunan 9 11 [Rp. ... . -
NJOP-PBB | 14 | Rp. ...l 9200000, —|
Harga Transaksi / Nilai Pasar | 15 | Rp. ...B:64.000.000, .~
16. Jenis Perolehan Hak atas Tanah da_{ata?g{ulnagm‘lw'l'bl'] ..................................................
17, Nomor Sertifikat e R L i i viman s ssn s ssnnace b es B tinng, focknsssonenaramiancth oo e smscss
C. Penghitungan BPHTB (hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak)
¢ Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
*  Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
+ Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOP)
+  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang (5%)
+ Bea Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar
D. Jumlah Setoran berdasarkan : (beri tanda “lingkaran” pada huruf yang sesuai)
a. Penghitungan Wajib Pajak
b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT Nomar Tanggal © .......-

Terpat r:u:uayawau BPHTE—31— "
alfi

;h\ G'J%aﬂ

i ““““‘“
| 1.5°HAR 2015

(Nama \engkap, stémpel & tanda tangan)

Diterima Oleh : Jember,

Wajib Pa]ak,’Penyetar

3 Sl o
(Mama lengkap, stempel & tanda tangan)..
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Lampiran K. Peraturan Daerah KabupatenJemberNomor 3 Tahun 2011

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka
ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);
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10.

1.

12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir
ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
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13.

14.

15.

16.

17

18.

19:

20.

21.

22,

23.

24.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4579);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 5161);
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Menetapkan

DAN
BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut
DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.
Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.

1
2

o o, w
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10.

(i,

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan pajak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan homestay,
serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera,
termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian
yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang
menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas
nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang,
atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh
umum.

Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain
yang menjadi tanggungannya.

Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga
teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan
sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
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24,

25.

33.

34,

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah
nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan
reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang
diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang
ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan
ekonomi dan/atau nilai promotif.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undang Republik
Indonesiaan di bidang mineral dan batubara.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang hurung walet.

Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi yang termasuk marga collocalia,
yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia
linchi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut
wilayah kabupaten/kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada
tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau Badan.
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48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

7.

58.

59.

60.

61.

62.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan
daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang
diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat
yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan,
atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau
jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objekiif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan
perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan
tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus,
pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak.
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BAB I
JENIS-JENIS PAJAK DAERAH
Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari :

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Te@ mo a0 ow®

Bagian Kesatu
PAJAK HOTEL
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 4

(1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan
serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon,
faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan
fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

(3) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : hotel, motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya
yang sejenis.

(4) Tidak termasuk obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;

b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
c. jasatempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;,

jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan,
dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
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Pasal 76
Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan
lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan
yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendataan dan Penetapan objek pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77
Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai
berikut :

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) tidak disampaikan dan
setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas Pendapatan
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang
terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang
disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPOP dan SPPT ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 78

Dengan Nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

U]

Pasal 79

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :

a. pemindahan hak karena :
1) jual beli;
2) tukar menukar;
3) hibah;
4) hibah wasiat;
5) waris;
6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
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8) penunjukan pembeli dalam lelang;
9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10) penggabungan usaha;
11) peleburan usaha;
12) pemekaran usaha; atau
13) hadiah.
b. pemberian hak baru karena:
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2) diluar pelepasan hak.
Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. hak milik;
hak guna usaha;
hak guna bangunan;
hak pakai;
hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

adalah objek pajak yang diperoleh:

a. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum;

b. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain
dengan tidak adanya perubahan nama;

®© a oo

c. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
d. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 80

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi
atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi
atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 81

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah NPOP.
Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
a. jual beli adalah harga transaksi;

b. tukar menukar adalah nilai pasar;

c¢. hibah adalah nilai pasar;

d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
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waris adalah nilai pasar;
pemasukan dalam peseroan atau badan hokum lainnya adalah nilai pasar;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap adalah nilai pasar;

sSa ~o

pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah
nilai pasar;

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
penggabungan usaha adalah nilai pasar;
peleburan usaha adalah nilai pasar;
. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam
risalah lelang.

M

|

(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang
digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya
perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi
yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk
suami/istri, NPOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).

Pasal 82
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 83

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) setelah dikurangi Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4)
dan ayat (5).

Paragraf Ketiga
Saat Terutangnya Pajak
Pasal 84

(1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
ditetapkan untuk :

a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

28

89


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

()

(1

@)

M

(2)

@)

c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke
kantor bidang pertanahan;

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal
dibuat dan ditandatanganinya akta;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pangadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;

i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah
sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

j- pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya
surat keputusan pemberian hak;

k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
I. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan

0. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Paragraf Keempat
Penetapan
Pasal 85

Penetapan pajak terhutang dilakukan dengan cara wajib pajak menghitung,
memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan
SPTPD.

SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib
pajak.
SPTPD wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 86

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta
pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan
bukti pembayaran pajak.

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat
menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas
Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan
bukti pembayaran pajak.
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Pasal 87

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan
lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lama pada tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan
lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.
7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan
lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua
ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB Il
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 89

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

—_——
N =
— —

(3)

(4)

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 90

Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat
ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau pejabat adalah :
a. Pajak Reklame;

b. Pajak Air Tanah;

c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :

a. Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

® oo o
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Lampiran L: Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2011

| I PERATURAN BUPATI] JEI*BER
NOMOR 38 TAHUN 20“1

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN

HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNARN
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BUPATI JEMBER

aaald

i

SALINAN ,
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN |

i BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Jenimbang

fpengmg at
{

i

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA|

1

BUPATI JEMBER, i

bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Ka bpaten Jember
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daera 7 agar dapat
dilaksanakan dengan baik, efeklif dan’ ptofegsional perlu
menetapkan Tata Cara Pemungutan. Bea :Perolghan Hak Atas
Tanah dan Bangunan di Kabupaten Jember; o

bahwa berdasarkan pertimbangan s'iabagallhana d*m:ak_s_.ud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peratqra;n Bupati; B

E R 1LY |
Undarig:Unddng Republik Indonesid Nomor 12 Tahyn 1950 tentang
Pembenlukan Daerah-Daerah ' Kabupaten Dala Lingkungan

. Propinsi Jawa:Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41),

|Jr';qor$i' ‘Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

eba -ginfpai"ial| elah ‘diubah dengan Undang-Ur{;ng Republik
Republik Indonesia Nomor 3730)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang I?raluran Dasar

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043j; :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang | Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahyin 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tala Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beber. pa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor4i"4'f:r};rB

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara| Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pgnagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Ifdonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Regublik Indonesia
Nomor 3987);
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13.

16.

17.

.Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

. Peraluran Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 te

Lrdang.undarg fo oo T Tahun 2002 Tentang Pdngadian Pajak
. " e il LD i

e
Megara Nomor 4 184) |

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 taniang Kepangan Negara
(Lembaran Negara Pepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N¢gmor 4286);

Undang-Undang Momor 28 Tahuri 2003, tentgng Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahpn 2003 Nomor
134, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4247).

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang Herbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahgn 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lebaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ferftan |I3’emerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Ir!c'lpne-sia T 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Ne‘gzr;akl’-ﬁ’ep blik Ingpnesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah yntuk Redua. nya dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pefubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tji&;n 2004 tentang Pemerintahan
Ll

Daerah {Lembaran Megara Republik Inddnesia Tahlin 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara'Republik Indonesid Nomor 4844);

e g,

_'Pe'-raﬁjran Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomeor |59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);

ng Tata Cara
Surat Paksa
Nomor 247,

Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak deng
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N

Peraluran Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tenlang Tata Cara
Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari
Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak flengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahgn 2000 Nomor

4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 ten!
Tata Cara Penyanderaan, RehabilitasiNama Bal
Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik |
2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Regublik Indonesia
Nomor 4051);

g Tempat dan
Penanggung
nagihan Pajak

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002, tenfang Penetapan

Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indo
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20.

21,

22

24

HOMOE Ju, 1 amDanal, wuitibatan Hegara Repyl. :.|+r|ub|.| Tnhid
PRy !
|

s Peraturan Pemenntan Nemor 38 Tanun 2005 tentang Pengeloiaan

Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indpnesia Tahun
2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); |

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan [Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahup 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Inddnesia MNomor
4593); i

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentapg Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerinfahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kdta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 MNomor §2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ,

Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2010 tentapg Tata Cara
Pemtenan dan Pemanfaalan Insentif Pemungutan |Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah  {Lembaran Negara Repuplik Indonesia
Tahun 2010 Nomor ., Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor)

Peraturan Pemernintan Republik lndonema Momor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkdn Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendnrlpleh ?gjib Pa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201'0 omor .15 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indohesia’ Nomor 5179);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun| 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan KeuangansDaerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Mentefi Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007,

, Kepu]upan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahur] 1999 tentang

|Sisqtem‘dan Tala cara Administrasi Pajak Daerah, R tribusi Daerah

. dan Peherlmaan Lain-lain;

29.

30.

&l

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008
lentang  Urusan  Pemerinlahan  yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerhh Kabupaten
Jember Tahun 2008 Nomor 14);

Perauran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1§ Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabypaten Jember
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011
Nomor 3).
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i

genclapkan

R 7

,gglarn Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan .

=

b

e

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI JEMEER TENTANG
PEMUNGUTAN BEA PERCLEHAN HAK ATAS
BANGUNAN DI KARUPATEN JEMBER

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pemerintah Kabupaten adalah Bupat beserta perangkat kabupaten)|
penyelenagara pemerintah kabupaten

Kabupaten adalah Kabupaten Jember
Bupah adalah Bupati Jember.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember.

Satuan Fona Perangkal Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
Kerna Perangkat Daerah Kabupaten Jember

Dinas Pendapatan yang selanjutnyal disebut Dinas adalah Dina
Kabupaten Jember. R

Kepala Dinas Pendapatan yang selanjulnya disebut Kepala: D}nas
Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

1
]

TATA  CARA
TANAH DAN

sebagai unsur

adalah Satuan
s‘_ Pendapatan

aé}alah Kepala

Kantor Pertanahan adalah Unit Kerja Badan PertanarLah Naplonal*fr_\'g melakukan

pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daﬂar umum pend
wilayah Kabupaten Jember.

Pejabat adalah pejabatiyang berwenang menga‘rfg'l_(l:l! dan membég:

Sita Pajak. menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan §

ftaran tanah di

rhentikan Juru
ekaligus, Surat

Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pemcabutan Sita,

surat lain yang,_ dﬂnaﬂuk n untuk penagihan pajak daerah sehul
Penanggung  Pajak ﬁdak ‘melunasi sebagian atau seluruh utang
peraturan perundarg-undangan yang berlaku

Pengundangap, I.re]ang embatalan Lelang, Surat Perintah Pen#

anderaan, dan
ungan dengan
pajak menurut

. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribugi

Pejabal Pembuat Akla Tanah yang selanjutnya disebut PPAT pdalah Pejabat
umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otgntik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai hak alas lanah atau hak mflik atas satuan
rumah susun.

. PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk kargna jabatannya

untuk melaksanakan PPAT dengan membuat akta PPAT di daemgh yang belum
cukup terdapat PPAT. |

PPAT Khusus adalah Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena
jabatannya untuk melaksanakan lugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu
khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah fertentu.

. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang mdliputi penagihan

seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan:;

wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang ifal memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan lidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sdbesar-besarnya
kemakrruran rakyat.
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=

1

Badan adalan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakasg kesatuan, baik

R R AICE LS ST CT s M eciuhwned weund any menpuu
petsfrear torbatas, perseroar komandier, porseroan lainnya, bagan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan rfama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuah, perkumpulan,
yayasan. organisasi massa, organisasi sosial politik, atau orgpnisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha letap. :

. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pdjak atag perolehan hak

atas tanah dan/atau bangunan

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatag atau peristiwa
hukum dan penetapan hak yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah danfalau Bangunan adslah hak atas tanah,| termasuk hak
pengelolaqn, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan bangunan. |

Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah danfatau ba ngunan
oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pemilik tanahlatau bangunan
meninggal dunia

Perolehar hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas ftanah danfatau
bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku

setalah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. S

- Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah|harga rata-rata

yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi g0 ra waja‘lr.' dar), bilamana tidak

terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan m'p:'lqllli,;i; perbandingan harga dengan

objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru,‘alau NJOP péngghnti.

Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya’ disebul NPOP| adalah dasar
pengenaan pajak.

. Tahun Pajak z;xc;a_iah iang'ka W;B!(TI:I yang lamanya 1 {éalu} tahun kalender, kecuali

bila Wajib Pajak menggunakan lahun buku yang lidak sama dengan tahun
kalender.

4. Masa Pajak a'ldélélﬁ jal;g'ié'.-waktu 1 (salu) bulan kalender atau jadgka wakiu lain

yang diafur dénga’n_ Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender ,
yang menjadi dasar hagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yanq terutang.

. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu s : t, dalam Masa

Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. |

- Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpinan data objek

dan subjek pajak, penentuan basarnya pajak yang ferutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak sera pengawasan penyetoranhya.

Sural Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat $PTPD, adalah
sural yany oleh Wajib Pajak digunakan unluk melaporkan penghitbngan dan/atau
pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, danfatau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang»undan;n perpajakan
daerah !

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPFh" adalah surat
yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kabupatea Jember untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang | kepada Wajib
Pajak;

Nomor Obyek Pajak yang selanjutnya disebut NOP adalah N();?:Or Identifikasi

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang mempunyai karakteristik ik, permanen,
dan standar dengan satuan blok dalam salu wilayah administras| pemerintahan
desalkelurahan yang berlaku secara nasional. ]
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“!U- Basis data adalah kumpulan informasi ek dan subvek Pgjak e qan
s ’ T oL, o sueawd AnaydN adninstias
¢ pemerintahan tefentu seda disimpan dalam media penyimpanan data.

R

=

=

an Bangunan
(SSPD-BPHTB) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak uptuk melakukan
pembayaran atau penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tangah dan Bangunan yang
terutang ke Kas Daerah melalui Tempal Pembayaran Bea Pero
Tanah dan Bangunan dan sekaligus untuk melaporkan data per
tanah dan bangunan.

Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangungn adalah Bank
Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerdh atau tempat
pembayaran lan yang ditunjuk Bupati unluk menerima pe
penyeteran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari
memindahkan saldo penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah d
Kas Daerah Kabupaten Jember.

Sural seluran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak alas ’E'anah

Bangunan ke

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi
utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukah surat paksa,
mengusulkan pencegahan, relaksanzkan penyitaan,  |melaksanakan
penyanderian. menjual barang yang teiah disits i

Penagihan Seketka dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang
dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tarjpa menunggu
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajsk dari semua
jenis pajak, masa pajak. dan tahun pajak .
k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang T:.jlanjul a digingkat SKPDKB;

adalah surat ketetapan bea yang menentukan besarrya ju mah pokpk bea, jumlah
kredit bea. jumlah kekurangan pembayaran pokok bea, beparnya sanksi
administratf. dan jumlah bea yang masih harus dibayar.

=

Surat Kelelapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan bea yang menentukan fambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat keletapap pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama jbesarnya atau
lebih kecil dengan’jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak

Surat Ketelapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disi pkat SKPDLB,
adalah sural keletapan pajak yang menentukan jumlah kelebihap pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang| terutang atau
seharusnya lidak terutang.

s

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjulnya disingkat STPD, adakh surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bgnga dan/atau
denda. |

Ly

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang | membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
lertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ang terdapat
dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak [Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Suratl Ketetapan Pajak Daerah Kurang
. Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat tapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusah Pembetulan,
i atau Surat Keputusan Keberatan. |

=

Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
i Tambahan, Surat Ketelapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ke pan Pajak Daerah

| Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan aleh pihgk ketiga yang
gI diajukan oleh Wajib Pajak.

P Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan rhadap Surat
j Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keletapan Pajak Daerah, Syrat Ketetapan

| 6

!
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’;2 Surat Keputusan Pembenan Imbalin Bunga 3ea Peroleban Hak

i

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pelaksanaan Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanzh dan Bangun

3.

menentukan b&salnya- jurﬁlah pembenan unbalan cur;gﬁ Bea Pe;
Tanah 14an Bangunan yang dibarkan kepada Vajib Pajak

Surat Penntah Memmbayar Kelebihan Bea Perolehan Hak Al
Bangunan yang selanjutnya disebut SPMK-BPHTB.

atas Tanah dan
b ganing
plehan Hak Atas

las Tanah dan

. Surat Teguran, Sural Peringatan atau Suraf Lain yang sejenis adalah surat yang

diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan keppda Wajib Pajak

untuk melunasi utang pajaknya.

pajak;

Pemefnksaan adalah serangkaian kcgialan menghimpun dan
keterangan. danfatau bukti yany dilaksanakan secara objektif

- Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan 1léaya penagihan

mengolah data,
dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan unluk menguji kepatullan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah dan/alau  untuk tujuan  lain

dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajak3n daerah.

Penelitian SPTPD-BPHTB dan SSPD-BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk
mencocokkan data dalam SSPD-BPHTB dengan data yang add pada SPTPD-

BPHTE dan dokumen pendukung yang menjadi persyaratan

Peneliian  Lapangan SPTPD-BPHTB dan. SSPD-BPHTB" adairrh serangkaian

kegiatan untuk mencocokkan data dalam SPTPD-BPHTB da

dengan keadaan di lapangan.

SSPD-BPHTB

Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adarap _seraF'g!;aian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik untuk merncari sera mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang

lerjadi serta menemukan tersangkanya

Banding adalah banding sebagaimana dimaksud da!am Uﬁdang-
Tahur: 1943 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajak
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak,

- Surat uraian banding alau disingkat SUB adalah Surat Bupati yan

atas alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding. -

Peninjauan Kembali adalah pembatalan ketetapan pajak yang ti
telah dinyukan banding yang isi pulusannya tidak dapat diterima.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini:
# menciptakan lertib pemungutan pajak BPHTB:
i meningkatkan kualitas pelayanan BPHTB.

ang Momor 6
sebagaimana

. Putusan Banding. adalah putusan badan peradilan pajak atas b*nding terhadap

L berisi jawaban

#ak benar yang

q:ldoman dalam

(BPHTB).
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)

3)

]

8)

9

BAB I
RUIANT -
Pasal 4 |
Tata cara pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian groses kegiatan
mular dan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuanibesarnya pajak
yang lerulang sampal kegiatan penaghan pajak kepada Wafib Pajak serta
pengawasan penyetorannya. |

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi !

a Objek dan Subjek Pajak, |
. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan BPHTB;

o

c. Tata Cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan.’atLu Bangunan,
d Tata (rp pembayaran BPHTE dar pengisian SSPD BPHTB E
e Tata Cara penelitian SSPD BPHTB. f

f. Tata Cara pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan!a*au Bangunan,
y Tata Cara pelaporan BPHTE; |

h.Tata Cara penagihan BPHTB;
1. Tata Cara lelang,

|. Tata Cara pengurangan BPHTB: |
k. Tata Cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan d* penghapusan
atau pengurangan sanksi administratif, !

I Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran. .-

Tala cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tapah.dan/glau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hUI’Lff' ¢! adalah 1tala _' ra penyiapan
rancangan Akta Pemindahan Hak atas Tanahi :d?f-]afé,ta:u Bangpnan sekaligus
penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.; . |

Tata caia pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
adalah tala cara pembayaran pajak terutang yang dilakukan olgh Wajib Pajak
dengan mengguhakan SSPD-BPHTB. i

Tata cara penelitian'SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud padaryal (2) huruf e
adalah tala cara validasi yang dilakukan SKPD atas kebenaran dan kelengkapan
pengisian SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukungnya.

Tata cara pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/étau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf { adalah proses pgndaftaran atas
perolehan/peralihan hak kepemilikan lanah kepada Kepala Kanlor Pertanahan
Kabupaten Jember.

Tata cara pelaporan BPHTE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah
tata cara pelaporan realisasi penerimanaan BPHTB dan Akta Pemihdahan Hak.

Tata cara penetapan surat tagihan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan
surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah tata cara
penetapan STPD BPHTB, SKPDKB-BPHTB, SKPDKBT-BPHTB, SKPDLB-
BPHTB, dan SKPDN-BPHTB, serta surat teguran yang dilakukan oleh Dinas
Pendapatan i

Tata cara pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada itat (2) huruf j
adalah iata cara penetapan persetujuan/penclakan atas pengajuan pengurangan
BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Formal formulir pengisian dan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (1) sebagaimana
lercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpigahkan dengan
Peraturan Bupati ini.

100


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3

TR

Pasal 5

1) =Emeses preans acglelal poliigulan ool hdak cppat ;:!sc—m:-l-.u:-. i
diborongkan kepada pihak ketiga.

fral Penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir BPHTB, pehgiriman surat-
surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data BPHTB dalan rangka proses
pemungulan BPHTB dapal dikerjasamakan dengan pihak Ketiga sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan *

BAB IV
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 6
petgan bt Biea Perolenan Hak atas Tanab dan Hangunan dipufgut pajak atas
pervlehan Har alas Tanah danfatau Barqunan i
Pasal 7 E

1) Objek Pajak Bea Perclehan Hak atas lanah dan Bangunan ac#lah Perclehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ’

|
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/alau Bangunan sebagaimana dimdksud pada ayat

(1) meliputi -

a  pemindahan hak karena
1) jual beli; i
2)  tukar menukar; | .
3) hibah; : :
4) hibah wasial; ' |
5) waris;

6) pemasukan dalam persercan atau badan hukum lain;
7} pemisghap r‘w_k fang mengakibatkar peralihan; '
8) penuhjukan pembeli dalam lzlang,
9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10) penggabungan usaha;
11) peleburan usaha;
12} pemekaran usaha; atau
13) hadiah.

b. pemberian hak baru karena:

1) kelanjutan pelepasan hak, atau
2) diluar pelepasan hak.

3} Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
hak milik,

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai,

o a0 oo

hak milik atas satuan rumah susun: dan

hak pengelolaan
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)

n

7)

4

I
Lpjek parak yang lidak dikerakan Goa Perclehan Hak aths TJ:-z’h dar Barauran

4. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum:

b. erang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum
lain dengan tidak adanya perubahan nama:

c. orang pribadi atau Badan karena wakaf: dan
d. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan badah
Pasal 8

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adaljah orang pribadi
atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau gangun .

Wayh Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adaleh orang pribadi
Man e yang memperolen Hak atas Tanah danfatau Bangun

EAB V
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN LE!F'HTB
Bagian Kesatu |
Dasar Pengenaan Pajak |
Pasal 9 !
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

a jual bel adalah harga transaksi,

b, tukar menukar adalah nilai pasar; :

¢ hibah adalah njlai pasar; {
d  hibah wasiat adalah 'njlai‘pasar:

m

wans adalah nilai pasar,

pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalal nilai pasar:
g pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap adalah nilai pasar;

i.  pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepdsan hak adalah
nilai pasar;

pemberian hak baru atas 1anah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;

k. penggabungan usaha adalah nilai pasar: {

1. peleburan usaha adalah nilai pasar: |

m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau |

0. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi iang tercantum

dalam risalah lelang. !

Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rdndah daripada
NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada
tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalgh NJOP Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB). |

Dalam hal NJOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bejum ditetapkan

pada saat terutangnya pajak, NJOP-PBB dapat didasarkarl pada Surat
Keterangan NJOP-PEB

io
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&1 Surdl Keterangan NJOP-PBB ~rbac

s chmaksuyd o ’a-::n! tA) iintah

%Iﬁj surat meterangan NJOP-PBS sebagamara dimaksud  pada ayat (4) dapat
dipercleh di Kantor Pelayanan Pajak alau instansi yang berwenang,

4] Besarnya NPOP Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) adalah ditetap
80.000 000.00 (emam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

B} UDalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yan
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam
lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah ldenga

(tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Tarif dan Cara Penghitungan BPHTB
Pasal 10

n sebesar Rp

diterima orang
aris keturunan
pemberi hibah

3 wasiat termasuk suamifistri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp |300.000.000,00

fanf Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesarb% (lima

sersen)

Pasal 11

3esaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan_yang 14
fengan cara mengalikan larif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
rengenaan piajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setelal
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagairana dimaksud dala
7) dan ayat (8) dengan formulasi sebagai berikut: i -

BPHTB = 5% x (NPOP-NPOPTKP)

irufang dihitung
dengan dasar
h dikurangi Nilai
m Pasal 9 ayat

. s . BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bar{gunan

Pasal 12

'} Wajib pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

melalur Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Kepala

| Kantor yang

membidangi lelang negara sesuai ketentuan peraluran perundang-indangan.

I} PPAT atau Kepala Kantor yang membidangi lelang negara melak
atas objek pajak yang haknya akan dialihkan.

Bagian Kedua
Pengisian SSPD BPHTB
Pasal 13

kan penelitian

1} Setiap wayb pajak waijib menghitung pajak yang terutang dan membayar sendiri

dengan menggunakan SSPD-BPHTB,

4 SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi
benar dan lengkap serta ditandatangani  oleh wajib
PPAT/IPPATS/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Kepala
Piutang dan lelang Negara/Pejabat Lelang

Y SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupa
melakukan pembayaran/penyetoran BPHTB terutang dan seka
sebagai Surat Pemberilahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Y SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
Dinas Pendapatan atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan u
penelitian

'dengan jelas,
pajak dan
Kantor Urusan

n alat untuk
us berfungsi

pada Kepala
uk dilakukan

11
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N T r e e i a0 D B
fercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang thdak ter
peraturan Bupati ini

‘Pengadaan formulir SSPD-BPHTB diselenggarakan cleh Dinas Pe:ldapatan dar,

disediakan di tempat PPAT/PPATS. Kantor Lelang, Kantot Badal
‘Masional Kabupaten dan Dinas Per.dapatan I{abupaten. |

$SPD-BPHTB sebagaimana dimzksud pada ayat (1) terdiri atas +narn lembar
dengan perincian sebagai berikut - !

Pertanahan

*a Lembar 1 Untuk wajib pajak. i
b. Lembar 2 Untuk Dinas Pendapatan dJalam hal inj Bidang Penetapar
(sebagai lampiran permohonan peneliian SSPD-BPHIB)
¢ Lembar 3 Unltuk Kanlor Badan Pertanahan Nasioral (sebﬁgan lampiran
permohonan pendaftaran). |
d Lembar 4 Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penenmé_an (sebaya:
arsip) |
e lLembar 5 Untuk  PPAT/PPATS/Kantar Lelang/Kantor | Pertanahan
(sebagai arsip). |
{ Lembar6 Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan (sebagm
laporan kepada Seksi pembukua dan Pelaporan pada Dinas
Pendapatan). |

Bagian Ketiga L :
Tempat Pembayaran BRHTB |
Pasali14 | . ' |
Tempat pembayaran BPHTB _d'll;'aqua_'q'!dre;h _\.i.rajib.pajgak pada | Bendanara
Penerimaan Dinas Pendapatan atay paqual Bank | dan/atau lempal lain yang
ditunjuk %L 8 4L |

ihesbpo, VE 1] i
'Saldo peperimaan BP B !pa{da;T mpat F?Iembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipindahkan‘ke _frefke_ﬁir.g Kas Daerah setiap hari l:erja.
{Rekorsilialisasi terhédbp ';}énerimaan BPHTB pada tempat pembayaran
sebagaimana dimaksid. pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan
dan Bagian Keuangan Sekretarial Kabupaten. i

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran BPHTB
Pasal 15

"8 yang terutang harus dibayar sebelum :

tandatanganinya akta, dalam hal perclehan hak karena jual beli, tuka menukar,
tah, hibah wasiat sejak pemilik/penghibah meninggal dunia, pemasukan dalam
¥seroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang merj;akibatk;.n
¥alihan, penggabungan usaha, pzleburan usaha, pemekaran udaha, atau
Wiah: |

ukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Badan Perlanahari Nasional

upaten, dalam hal perolehan hak karena nelaksanaan putusan hakim atau
is;

S tanah karena penetapan hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari

thitkannya surat keputusan pemberian hak wlas lanah, dalam hal per’Tehan hak
Pasan hak atau di luar pelepasan hak.

Nlah lelang untuk pembeli ditandatangani cleh Kepala Kantor urusan thang dan
%‘ang Negara/Pejabat Lelang dalain hal oernlehan hak karena lelang.
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(1)

12)

Fasal 18

fedbd ey Lo el s

|
RS [N anurdii | '.:!‘i.'.)ayarLll prernpeeiulen
SSPY BEHITE lembar ke- 1 lembas ke-3 dan iembar ke-5

SSPD-BPHTB lembar ke-2 disampaikan oleh wajib pajak |kepada Dinas
Pendapatan melalui Bidang yang menangani (sebagai lampirgn permochonan

penelitian SSPD-BPHTR)

58P0 RFYTE lembar ke 3. disampaikan oleh wapb pajak- kepadp Kantor Badan

Pertanahan (sebagai lampiran permohonan pendaftaran).

SSPD-BFHTB lembar ke-4 Untuk Bank yang ditun]ukﬂ'ﬂendahJ
(sebagai arsip).

SSPD-BPHTB Lembar ke-5 disampaikan oleh wajib
PPAT/PPATS/Kantor Lelang/Kantor Pertanahan sesuai dengan
objek pajak (sebagai arsip).

SSPD-BPHTB Lembar ke-68 Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahg
sebaga wnpran lapoan kepada Cinas Pendapatan melaiy
menanga)

jra Penerimaan

pajak kepada
jenis perolehan

ra Penerimaan
i Bidang yang

Pasal 17

Dalam hal BPHTB yang terutang nihil, wajib pajak tetap mengi
dengan keterangan nihil (SSPD-BPHTB Nihil). SSPD-BPHTB Nihi
oleh PPAT/PPATS/Kepala Kantor lelang/Pejabat Lelang/}
Pertanahan Kabupaten

SSPD-BPHTB Nihil lembar ke-2, lembar ke-4, dan lembar ke-6
Dinas Pendapatan oleh wajib pajak -

Penyampaian SSPD-BPHTB ke Dinas Pendapatan, oleh waijib
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal p
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

j SSPFD-BPHTB

_ igib diketahui
TJ la  Kantor

Hisampaikan ke

ajak dilakukan
bayaran atau

Paragraf kesatu |

Pembayaran melalui Bendahara Penerimaan
Pasal 18

Tata cara pembayaran BPHTB melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pé

i

=

Waijib Pajak menyerahkan SSPD-BPHTB yang telah diisi dengani
sebenarnya kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan;

Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan menerima SSPD-BPHT
pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak,

Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan memeriksa pengisian|
dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pe
diterima dari wajib pajak;

Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan mengesahkan
menandatangani dan memberi stempel SSPD-BPHTB sebagai bul
atas pembayaran BPHTB yang dilakukan oleh Wajib Pajak;

ndapalan :
keadaan yang

B berikut vang

SSPD-BPHTB
nbayaran yang

dengan cara
kti pengesahan

Pemeriksaan SSPD-BPHTB yang dilakukan oleh Bendahara H_enerima Dinas

Pendapatan meliputi pekerjaan:

1). Memeriksa kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang !'dengan uang

pembayaran yang diterima dari wajib pajak; i
2) Mengesahkan SSPD-BPHTRB dengan membubuhkan tandatangd

n dan stempel.

Menyerahkan SSPD-BPHTB (lembar 1, 3 dan 5) kepada v;rajib piak, sedangkan

lembar 2, lembar 4 dan lembar ke 6 disimpan untuk arsip dan sebag

i laporan;

13
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P i

e

Tata cara pemvayaran BPHTB melaiu Bank yang ditunjuk oleh Bupati

a

i)

3

Autiita Do penetangdan e tteegna Cleh Bendabiare f-‘g:l-.-;m-m Dinas
: ! : . . . b e R e uen wenigan
Surat Tanda Do 5T8) yang ditandatangan okeh pejabal yang

Paragraf kedua !
Pembayaran melalui Bank yang ditunjuk |
Pasal 19

Waijib Pajak menyerahkan SSPD-BPHTB yang telah diisi dengah keadaan yang
sebenarnya kepada Bank yang ditunjuk oleh Bupati:

Bank yang ditunjuk oleh Bupat menerima SSPD-BPHTB berikut ubng pembayaran
BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

Bank yang ditunjuk oleh Bupati Memeriksa kelengkapan pengisian SSPD-BFHTB
dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pdmbayaran yang
fiteruna e wapb pajak, |

Bank yang ditunjuk oleh Bupati mengesahkan dengan cara mengndatangani dan

memberi stempel SSPD-BPHTB scbagar bukli pengesahan atas pembayaran

BEHTE vo g dilakukan oleh Wajb Pk i |

Pemeriksaan SSPD-BPHTB yang dilakukan cleh Bank yang dilu+\juj<|01eh Bupati

melipuli pekerjaan: [t

1), Memeriksa kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang I dengan uang
pembayaran yang ditenma dan wopb pajak, |

2) Mengusahkan SSPD-BPHTB dengan membubuhkan, tandatan n dan stempel.

Menyerahkan SSPD-BPHTB (lembar 1, 3 dan 5) I:fepada wajib pajak, sedangkan

lembar 4 disimpan untuk arsip dan lembar ke 2 dan _Jembar ke 6 |disampaikan ke
Dinas Pendapatan sebagai laporan

Bagian Kelima |
Penelitian SSPD BFHTE !
Pasal 20

Wajib Pajak setelah menerima SSPD-BPHTB sebagaimana djmaksud dalam
pasal 18 dan pasal 19, harus menyampaikan permochonan pénelitian SSPD-
BPHTB kepada bidang yang menangani pada Dinas Pendapatan lengan mengisi
formulir yang telah disediakan.

Bidang yang menangani sebagaimana ayat (1) dapat melakukan penelitian
SSPD-BPHTB yang sudah tertera pengesahan penerimaan pem yaran SSPD-
BPHTR oleh bendahara penerima Dinas Pendapatan atau olgh Bank yang
ditunjuk. {

i
Penyampaian permohonan penelitian SSPD-BPHTB sebagair‘ana dirmaksud
pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung yang terdiri dari : |

a. Surat kuasa dari wajib pajak ( dalam hal di kuasakan ) |

b. SSPD-BPHTB yang telah ditandatangani oleh Bendahara P#erima ! Bank
yang ditunjuk; I

¢ Kuitans: transaksi juai beli (bermaterar cukup) i

d. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) P+jak Bumi dan
Bangunan untuk tahun perolehan hak;

e dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) belgm terbit dapat
digantikan dengan keterangan NJOP dari instansi terkait;
|
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L R e A s -5

b

fere g surat Tanda  Torisy See g STTS/ 1=

1k A

. oo s Coas bt PRLUMy Olan b oafan GBUTT dan
Bangunan lainnya atau surat kelerangan unas Pembpyaran F’BB dan Kepala
Desailurah atas tanah dan/atau bangunan yang diperolen haknya untuk 5
tahun terakhir dalam hal tidak bisa menunjukkan STTS/TTS:

9. fotokopi identitas kuasa wajib pajak (dalam hal di kuasakan),

h. fotokopi identitag ™ wajib pajak/pembeli (dapat berupal Kartu Tanda
Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Pasport/Akte Kelahiran: |

fotokapr  identitas wajib  pajak/penjual (dapal berupal Kartu Tanda
Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Pasport/Akte Kelahiran);

j fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Kelparga, dalam hal
transaksi waris: !

k  fotokopr bukti kepemilikan tanah/hangunan atau sertifikat objel perolehan hak:

Pasal 21 ;.
Lialar, a0 vetentuan sebagaimana dunmaksud dalam Pasal 2iayal (3) telah
terpenut, Diras Pendapatan  dalam  hai  ini. bidang yang menangani

menmindaklanuti dengan:

a mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD-BPHT# dengan NOP

yang lercantum dalam fotokopi SPPT atau Surat Tanda

efima Setoran
(STTS)/bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lainnya;

. il
b mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yapg_dica'nlumkb“u dalam SSPD
BPHTAE dengan NJOP bumi per meter perseyi pada Basis Datg PBB;

o mencocokkan NJOP bangunan per meter _persegi yang dlca. tumkan dalam
SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per. meter parsegi pada Basis Data
rp8 |

d  menelt kebenaran penghitungar BPHTB yang meliputi komponen NPOP,
NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang
terutang, dan BPHTB yang harus dibayar: dan

e meneliti kebenaran penghitungan BPHTR yang disetor, termasuk besarnya
pengurargan yang dihitung sendir

Setelah semua inforrnasi cbjek  pajak  dalam SSPD-BPHTB  sesuai dan
kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Bidang yang menangani
mensahkan dengan cara membubuhkan tanda tangan dan stempzlpada Formulir
Permohonan Penelitian SSPD-BPHTR yang telah diteliti. f

Menyerahkan SSPD-BPHTB (lembar 1. 3 dan 5) kepada wajib pa‘ak. sedangkan
lembar 2 disimpan untuk arsip. |

Pasal 22

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilaniulkan dengan
penelitian lapangan SSPD-BPHTB apabila diperlukan.

Kriteria penelitian lapangan SSPD-BPHTB dalam hal : |
a. apabila terdapat perbedaan data anlara SSPD-BPHTB isan dokumen
pendukung yang dipersyaratkan; i

b. terdapat bangunan yang belum masuk dalam SPPT-PBB.

Hasil penelitian lapangan SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD-BPHTB dengan
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yahg merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
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Pasal 23
ey b ek L ayckeakan peneitian SSPD-BEFMTE daiam jangka
santu
a pahng lama 1 (satu) - ‘efja sejak tanggal diterimanya SSPO-BPHTE dalam

hal tidak memerluka: alitian lapangan SSPD-BPHTB;

_b.paling lama.5 (lima) <erja sejak tanggal diterimanya SSPO-BPHTB dalam

hal memerlukan penc . 1lapangan SSPD-BPHTB;

Pasal 24

rerthadap SSPD-BPHTB yan ; © ah diteliti sebagaimana dimaksud dglam Pasal 22

masih dapat diterbitkan :

0}

2)

14)

1y

SKPDKB apabila berdas. pemernksaan atau keterangan lain fernyata jumlah
BPHTB terutang kurang i

SKFDKBT apabila dite: + data baru dan/atau data yang |[semula belum
terungkap yang menyet - penambahan jumlah pajak yang t¢rutang setelah
Aiteritkan SKPDKA,

STHD apabila pajak yar tang tidak atau kurang dibayar, hagil pemeriksaan
lerhadap SSPD-BPHTB ~at kekurangan pembayaran BPHTH sebagai akibat
salah tulis danfatau sala! -~ g, atau wajib pajak dikenakan sanksi administratif

berupa denda dan/atau t |

BAB VII ;
CARA PENAGIHAN
Pasal 25

Tindakan pelaksanaén o8 van diawali dengan pénerbitan Surdt Teguran oleh
Pejahat atau Kuasa yang uk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (fujuh) hari sejak
saal jatuh tempo pembat |

Dalam jangka ".""ék.t“,?. (e an kerja selelah tanggal surat peringatan atau surat
teguran atau sdral lain sejenis, Wajib Pajak harus melunpsi pajak yang
terutang )

Apabila jumlah pajak yo elum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditertukan « 1 surat peringatan atau surat teguran atau surat lain
yang sejenis, Kepala Dinz: adapatan menerbitkan surat paksa getelah lewat 21

(dua puluh satu) hari ker » - ak surat peringatan atau surat tegpran atau surat
lain yang sejenis.

Surat Teguran sebagaim:. = fimaksud pada ayat (1) tidak diterpitkan terhadap
Penangyung Pajak yan;  ah disetujui untuk mengangsur @lau menunda
pembayaran pajaknya. !

Pasal 26

Penagihan pajak dapat ¢ -an seketika dan sekaligus tanpa penunggu jatuh
tempo pembayaran sebagai i na dimaksud dalam Pasal 26 ayat (}), apabila:

a. Wajib Pajak alau pena _.ung pajak akan meninggalkan Republik Indonesia
untuk selama-lamanya «'- J berniat untuk itu; !

b. Waijib Pajak atau penarz:-ung pajak memindahkan barang ygng dimiliki atau
dikuasai dalam rangka : ~ghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan
atau pekerjaan yang diz* «an di Republik Indonesia; i

c. terdapat tanda-tancz ~ahwa Wajib Pajak atau pgananggimg pajak akan
membubarkan badar - 3hanya atau menggabungkan (sahanya atau

memekarkan usahaniz ~~u memindahtangankan perusahagn yang dimiliki
alau dikuasainya atau :7: -ukan perubzhan bentuk lainnya;

i 16
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